Menimbang: a.

Mengingat

1.

GUBERNUR RJAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR: Kpts. 911/X/2018

TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2019

GUBERNUR RIAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
dinyatakan Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai jaring
pengaman;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan,
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau,
dinyatakan Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Provinsi;

bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Riau dalam sidangnya
tanggal 19 Oktober 2018 merekomendasikan besaran Upah
Minimum Provinsi Riau Tahun 2019 untuk ditetapkan oleh
Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3989);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5747);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi
Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 sebesar Rp. 2.662.025,63
( dua juta enam ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah
enam puluh tiga sen ).

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu.

Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang
dari 1 (satu) tahun.



KEEMPAT : Dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),
Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Gubernur Riau
melalui Dewan Pengupahan Provinsi Riau setelah dibahas dan
disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan Upah
Minimum Kabupaten/Kota yang diusulkan harus lebih besar dari
Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2019.

Ditetapkan di Pekanjpz

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.

4. Bupati/Walikota Se Provinsi Riau.



